
 

 

BAB IV 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batipuh Baruh 

Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan 

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015, hal ini terlihat 

dalam pengelolaan Pendapatan Nagari yang hanya berasal dari bantuan 

keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, dan untuk 

Pendapatan Asli Nagari belum ada sama sekali.  Sedangkan untuk belanja 

nagari belum semuanya terealisasi untuk setiap wilayah perjorong. 

Sehingga jika ada bantuan dari Pemerintah Daerah maka beberapa 

Pendapatan Nagari dibagi secara merata untuk wilayah perjorong. 

2. Kendala yang dihadapi pemerintah nagari dalam pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh 

Kabupaten Tanah Datar yaitu penerimaan Nagari yang terbatas karena 

hanya berasal dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD 

Kabupaten tidak mencukupi kebutuhan nagari.  Anggaran yang diturunkan 

dalam APBNagari mengalami keterlambatan, sehingga menjadi 

penghambat pelaksanaan Belanja/ pengeluaran Nagari yang diperuntukkan 

untuk penyelenggaraan pemerintahan nagari, penyelenggaraan 

pembangunan nagari, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat. Selain itu, juga dikarenakan kurangnya keterlibatan 



 

 

masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dan Tidak adanya 

transparansi dalam pelaksanaan APBNagari . 

3. Upaya yang dilakukan pemerintah nagari dalam pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh 

Kabupaten Tanah Datar yaitu Menggunakan APBNagari yang terbatas 

sebaik mungkin dan digunakan untuk kebutuhan nagari yang paling 

mendesak atau menyelenggarakan kegiatan yang memang dibutuhkan oleh 

masyarakat Nagari Batipuh Baruh, dan mengoptimalisasikan penerimaan 

nagari dari Pendapatan Asli Nagari serta menggali sumber-sumber potensi 

ekonomi Nagari. 

B. Saran  

1. Pemerintah Nagari Batipuh Baruh perlu melaksanakan APBNagari secara 

maksimal sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan dengan menjalankan 

pemerintahan nagari dengan sumber dana yang ada.  Dan tetap 

berkoordinasi dengan KAN terkait Pengelolaan Aset Nagari guna 

menambah APBNagari. 

2. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan pemerintahan Nagari terkait 

pelaksanaan APBNagari termasuk di dalamnya perencanaan kegiatan yang 

akan diselenggarakan dengan ketersediaan dana yang ada disertai dengan 

bukti yang lengkap dan sah. 



 

 

3. Pemerintah Nagari harus melibatkan masyarakat dalam proses 

pengawasan anggaran, sekaligus juga berkenaan dengan Transparansi 

Anggaran dalam pelaksanaan APBNagari kepada Masyarakat Nagari. 

 

 

 


